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BAB V 

KESIMPULAN 
 

 

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini menunjukkan 

bahwa terdapat indikasi yang kuat bahwa telah terjadi proses 

penangkapan yang dilakukan oleh penyidik dengan cara direncanakan 

sebelumnya atau direncanakan terlebih dahulu, hal ini karena 

seharusnya penangkapan dilakukan pada saat terdawa menerima 

barang bukti tersebut dan bukan dilakukan keesok harinya, disini ada 

praduga bahwa pelaku utama sengaja dibiarkan untuk jebakan 

selanjutnya bagi setiap orang yang akan menerima barang-barang 

narkotika dari pelaku utama. 

2. Upaya yang dapat dilakukan oleh terpidana mati ini dapat mengajukan 

upaya hukum luar biasa, baik berupa permohonan PK dengan dasar 

kenyataan yang ada dengan disertai beberapa yurisprudensi yang 

serupa yang intinya akibat dari penangkapan kepolisian yang tidak sah 

dapat minimal merubah dari yang semula hukuman mati menjadi 

hukuman seumur hidup seperti dalam putusan PN yang dikuakan oleh 

putusan bandingnya, dan upaya permohonan ampun kepada Presiden 

Republik Indonesia dalam bentuk permohonan grasi. 
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